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ABSTRAK

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG LARANGAN
PEDAGANG KAKI LIMA BERJUALAN DI FASILITAS UMUM

(Studi Pada Pedagang Kaki Lima di Jl. Jati Baru Kel. Kampung Bali
Kec.Tanah Abang Jakarta Pusat)

Oleh
Dwi Amita Budiarti

Bekerja merupakan salah satu kegiatan manusia untuk memenuhi
kebutuhan hidup. Islam pun menyuruh seluruh umat manusia untuk bekerja.
Dalam bekerja sebaiknya mentaati peraturan yang berlaku demi menjaga
keamanan dan ketertiban di masyarakat. Pada kenyataannya banyak terlihat
bahwasannya masih ada para pedagang yang tidak mentaati peraturan yang
berlaku, seperti pedagang kaki lima yang berada di jalan Jati Baru menggunakan
fasilitas umum untuk berjualan sehingga menimbulkan kemacetan dan
ketidakteraturan serta mengganggu orang lain disekitarnya, padahal sudah jelas
Pemerintah DKI Jakarta membuat aturan mengenai larangan penggunaan fasilitas
umum sebagai tempat berdagang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimana praktik dan
larangan penggunaan fasilitas umum dalam jual beli yang; dilakukan oleh

pedagapg kaki lima di Jalan Jati Baru Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tapa
Abang{gﬁjggwana tinjauan hu Islam _tentang praktik  dan /larangan
penggunaan, fasilitas umum yang di d(( aE} Ypedagang kaki lima di Jalan Jati
fapun tujuan diadakannyﬁ;ng] eneliti Hadalah untuk mengetahud pya
“penggunaan-fasilitas umum dalam jual beli"yang dilak an oleh
pedagang kaki lima di-Jafan Jati-Baru dan tinjauan-hukum Istam tentang praktik
dan larangan penggunaan fasittéas. umum yang-dilak - pedagang kaki lima
berjualan di Jalan Jati Baru. A 1 4 ;

Penelitian ini termasuk jeniS penelitian fapangan (field research) yang
bersifat deskriptif m g $ b 1? [ Emm primer dan
data sekunder. Sarflgj; a\éﬁ}ge IM&J% f rﬁ a ng terdiri dari
25 orang pedagang, 1 orﬁﬁ@m TLMa Pusat, dan 1 orang
anggota Satpol PP. P efg metode observasi,
wawancara, dan dokumentasi. [Daljf\/J#ehbdipdefs data menggunakan teknik
editing dan sistemating. Analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif
kualitatif.

Dari hasil penelitian praktik yang dilakukan oleh pedagang kaki lima
dalam berjualan memanfaatkan fasilitas umum, yaitu trotoar dan halte. Mereka
berjualan dari pukul 08.00 sampai dengan 17.00. Sarana yang digunakan untuk
berjualan seperti gerobak, pikulan, meja dan Kkursi, tiker dan gantungan baju.
Pemerintah telah mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban
Umum mengenai larangan penggunaan fasilitas umum untuk berjalan, akan tetapi

masih banyak pedagang kaki lima yang melakukan perlawanan terhadap peraturan
yang dibuat oleh pemerintah, sehingga pemerintah melakukan tindakan penertiban




melalui petugas Satpol PP dengan cara yang terbilang kasar. Ditinjau dari hukum
Islam, praktik yang dilakukan oleh pedagang kaki lima dalam menggunakan
fasilitas umum untuk berjualan tidak boleh dilakukan, karena menimbulkan
kemudaratan dan dampak yang kurang baik bagi banyak orang. Peraturan yang
dibuat oleh pemerintah mengenenai larangan penggunaan fasilitas umum untuk
berjualan sudah menciptakan kemaslahatan untuk banyak orang demi
menciptakan ketertiban, kenyamanan serta keindahan kota, tetapi disalahgunakan
olen pedagang kaki lima untuk berjualan. Sehingga pemerintah membuat
kebijakan sementara yang memberi kemaslahatan bagi pedagang kaki lima, tetapi
tidak memberikan kemaslahatan bagi pengguna jalan.
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Artinya: “Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, Sesungguhnya ia telah mentaati

Allah. dan Barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), Maka Kami tidak
mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka.”
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dan
memudahkan dalam memahami judul skripsi ini. Maka perlu adanya uraian
terhadap penegasan arti dan makna dari beberapa istilah yang terkait dengan
tujuan judul skripsi ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi
kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan,
disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok
permasalahan yang akan dibahas.

Adapun skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum /Islam Tentang

Jakarta Pusat)”, adapu istilah" ahg'akan dijelas;kén. iw sebagai berikut:
1. Tinjauan adalah hasil n.i"nj-éu;-' p angan; pendapat (sesudah
menyelidiki,UNN&ﬁls,lIASe‘J&;Li@MZ N‘EQUER)Iang dimaksud

adalah ditinjau dariRnADrEJNn LMTAN
2. Hukum Islam adalah sep(!m‘%l!mge)rzglmgrdasarkan wahyu Allah dan

sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan

diyakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama Islam.® Hukum

? Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa,
(Jakarta: Gramedia, 2011), h. 1470.
% Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), h. 17.
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Islam dalam hal ini lebih spesifik pada Figh Muamalah (hukum bisnis
syariah).

3. Larangan adalah perintah (aturan) yang melarang suatu perbuatan.’

4. Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pedagang di emperan dan trotoar yang
memakai alat dagang lapak maupun pedagang yang memakai gerobak atau
pikulan.®

5. Berjualan adalah mencari nafkah dengan menjual atau memperdagangkan
sesuatu; berdagang.®

6. Fasilitas umum adalah sarana yang diselenggarakan oleh Pemerintah,
swasta atau perorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarakat,
termasuk. didalamnya adalah semua gedung-gedung perkantoran milik

Pemerintah -Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota, Jakarta, gedung

penelitian mendalam yan“‘ ) di.lakukan untuk mw kan fakta-fakta yang
jelas mengenai larangan bagi para e.d.agéng ka I lima yang berjualan dengan
menggunakan faSI|“?LNLVIE1R§JITLA§tL§%M M&RLIM Jati Baru
Kelurahan Kampung Bali &MEN AloblgTaAanNusat.

LAMPUNG

B. Alasan Memilih Judul

1. Alasan Objektif

* Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit, h. 791.

® Gilang Permadi, Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!, (Jakarta:
Yudhistira, 2007), h. 5.

® Departemen Pendidikan Nasional, Op.Cit, h. 266.

" Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007
Tentang Ketertiban Umum

17



Pesatnya perkembangan kegiatan jual beli yang dilakukan oleh para PKL
di perkotaan, sehingga menimbulkan berbagai persoalan muamalah maupun
dibidang hukum. Terlebih para PKL yang berjualan di fasilitas umum, sehingga
perlu memahami dengan baik sistem bermuamalah sesuai dengan peraturan yang
berlaku, lebih spesifiknya pada pelanggaran yang dilakukan pedagang kaki lima
di Jalan Jati Baru Kelurahan. Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta
Pusat.

2. Alasan Subjektif

Ditinjau dari aspek bahasan, judul skripsi ini sesuai dengan dispilin ilmu

yang penulis pelajari dibidang Mu’amalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam

Negeri Raden Intan Lampung.

Belakang Masalah

a ra modern ini, keberé&‘;/;nAED

ing, karena memainkan peran ya

merupakan hal y

usaha dalam mendoronwkonomi-Wma bagi golongan
menengah ke bawaruﬁ?vgﬁgia'uggn%rtrﬂim rﬁ%aél éemgang kaki lima

karena beberapa faktor, seRtAFBiE N)nFN SrnA lapangan pekerjaan,
dan lain sebagainya. Keuntunge[ﬂrmpw @gunakan untuk menghidupi

keluarganya. Karenanya, berdagang adalah salah satu jenis mata pencaharian dan
dilakukan oleh orang diseluruh penjuru dunia.

Maka tidak heran keberadaan pedagang kaki lima sangat mudah dijumpai
dan dikenali di pinggir jalan, di trotoar, alun-alun kota pinggir-pinggir toko, depan

pusat perbelanjaan, dan di dekat-dekat pusat keramaian kota yang seharusnya

18



bukan digunakan untuk berdagang. Termasuk dapat dijumpai di Jalan Jati Baru
Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, banyak
pedagang kaki lima yang menjajakan dagangannya di pinggir jalan, di jembatan,
ditrotoar hingga di lingkungan stasiun.

Barang-barang yang dijual oleh pedagang kaki lima pun beraneka ragam,
mulai dari pakaian, makanan, minuman, hingga alat-alat perkakas tersedia disana.
Sarana yang digunakan untuk berjualan pun bermacam-macam, seperti gerobak,
pikulan, tikar atau karpet, mobil dan masih banyak lagi.?

Pada satu sisi keberadaan PKL sangat dibutuhkan oleh masyarakat karena
harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan pedagang-pedagang yang
berada di kios-kios. Selain itu, masyarakat lebih mudah dan lebih cepat
mendagtkan barang yang dibutuhkan karena keberadaan pedagang kaki Ii_': a

yang saf gat strategis, yaitu di ping@nﬂ

: KL ini menimbulkan damp.avk negatif yang dirz
para pengguna jalan. B Ay -.edagang kaki'.l_.i' fang tidak taat peraturan
menimbulkan kesemrawutan dan K ébetan" séh!gga kehadifan pedagang kaki
lima dianggap bertuwégﬁgﬁjﬂéeﬁal‘gibm N@thﬁ"endaki adanya
ketertiban, kenyamanan, %DEN@MIM Dari dampak yang

ditimbulkan pedagang kaki Iimal@@eM,EngaNpe%rintah mengambil tindakan

tegas terhadap setiap pedagang kaki lima dengan melakukan penggusuran atau
menyingkirkan usahanya guna menciptakan keamanan dan ketertiban. Untuk itu,

setiap pemerintah daerah memiliki satuan khusus yang pekerjaannya sewaktu-

® Bapak Maryono (41 tahun), Wawancara,tanggal 12 Oktober 2017
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waktu mengadakan operasi atau razia kepada sektor-sektor dimana pedagang kaki
lima beroperasi, yaitu yang terkenal dengan sebutan operasi ketertiban umum.

Dasar hukum dari operasi ketertiban umum yang dilakukan oleh
pemerintah daerah DKI Jakarta, salah satu dasar hukumnya adalah Pasal 25 ayat
(2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 dijelaskan bahwa “Setiap orang atau
badan dilarang berdagang, berusaha di bagian jalan/trotoar, halte, jembatan
penyebrangan orang dan tempat-tempat untuk kepentingan umum lainnya diluar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.9

Dengan dasar hukum tersebut, maka operasi ketertiban umum sering

dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Jakarta Pusat. Pedagang

kaki lima yang kedapatan oleh Satpol PP, akan dibawa ke kantor untuk dilakukan

antara Petugas S%pjﬁl!j PHera pedagang kaki lima. Pz

pedagang kaki fima kabur-melarikan diri dengan membawa barang _da ang

~——— —

pedagang kaki lima

agar tidak terciduk oleh p as. Bahkan bagi'
yang sudah sangat hafal dengan d.vVVaI’ k'eda gan petugas, mereka segera
mempersiapkan deMﬁﬁﬁﬂﬁﬁtJ%@M Nlﬁ%ﬁlbagi mereka.°

Apabila pedagang RAQ ErNteﬂtNg;[AMn oleh para petugas
Satpol PP, maka dagangan terse!)‘l'JAMwEk'ej E!Jgng Lelang Cakung. Apabila
para pedagang menginginkan barang dagangannya kembali, maka para pedagang

harus membayar sejumlah denda yang telah ditentukan.

* 1bid.
1% Bapak Amin (36 tahun), Wawancara, tanggal 10 Oktober 2017
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Islam telah mengajarkan tentang bagaimana membangun sebuah tatanan
kehidupan baik itu dalam segi ekonomi, sosial maupun politik yang benar,
sehingga tidak mengganggu hak-hak orang lain yang dapat menimbulkan
kemudharatan bagi sesama manusia. Tatanan dalam segi ekonomi sering kali
disebut dengan Muamalah,*! dimana di dalamnya dijelaskan hukum-hukum yang
berhubungan dengan pergaulan hidup masyarakat mengenai kebendaan dan hak-
hak, serta penyelesaian persengketa-persengketaan, perjanjian jual-beli, gadai dan
lain sebagainya.

Figh muamalah menjelaskan bahwa hak merupakan suatu ketentuan yang

digunakan oleh syari’ah untuk menetapkan suatu kekuasaan atau suatu beban

hukum.*? Dalam firman Allah Surat an-Nisaa’ ayat 59 Allah berfirman;

o

)b )L; L',M> I3
Artinya: “Wahai orang- or’yang berlﬂ Taatilah AIIah dan taatilah
Rasul (Muhammad), dan UI|I Amri (pemegan kekuasaan) di antara
kamu. Keledl \1 W % sesuatu maka
kembalikanlah ke;ﬁ ﬁl&ﬁ ul (Sunnahnya) jika
kamu beriman kep m rlm TA g demikian itu lebih
utama (bagimu) dan Ieb”]_% MtpMaN

Maksud ulil amri dalam ayat tersebut yaitu para pemimpin dan para
ilmuwan. Apa yang ditetapkan oleh para pakar dalam bidang tertentu, wajib untuk

dipatuhi dan dihormati dalam rangka melindungi Umat, menjaga eksistensi

' |smail Nawawi, Figh Muamalah Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), h. 4.
12 H
Ibid.
3 Departemen Negara RI, Al-Qur’an dan terjemahannya, (Jakarta: Lautan Lestari, 2007),
h. 87.
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negara, dan mewujudkan prinsip keseimbangan sosial Islam sesuai dengan apa
yan ditetapkan oleh syariat."*

Berdasarkan masalah tersebut maka untuk lebih lanjut perlu dilakukan
penelitian tentang hal tersebut yang akan dituangkan dalam sebuah judul
“Tinjauan Hukum Islam tentang Larangan Pedagang Kaki Lima Berjualan
di Fasilitas Umum (Studi Pada Pedagang Kaki Lima di JI. Jati Baru

Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat)”

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik dan larangan penggunaan fasilitas umum dalam jual
beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru Kelurahan

Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang?

2.4 Baga nana.  tinjauan hu U
| fasilitas um
Jalan Jati Baru?

E. Tujuan dan Kegunaan Peneh ‘

+ Tujan peMNIVERSITAS ISLAM NEGERI

a. Untuk menﬁAp ﬁNaslNTANpraktlk penggunaan

LAMP

fasilitas umum dalam jual beli yang dllakukan oleh pedagang kaki

lima di Jalan Jati Baru Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah

Abang.

4 Wahbah Az-Zuhaili, Figih Islam Wa Adillatuhu, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 41.
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b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik dan
larangan pedagang kaki lima berjualan di fasilitas umum yang
berada di Jalan Jati Baru Kelurahan Kampung Bali Kecamatan

Tanah Abang.

2. Kegunaan Penelitian
a. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu
memberikan pemahaman mengenai praktik dan tinjauan hukum
Islam tentang larangan PKL di fasilitas umum dan memberikan
kesadaran kepada para Pedagang Kaki Lima agar lebih taat hukum
dan peraturan. Serta diharapkan dapat menambah dan memperkaya

khazanah keilmuan serta pemikiran keislaman pada umumnya civitas

S

\ akademik Fakultas SYar

“SBiain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian,sélafijutnya

=

sehingga proses—pengKajian akafi’ terus=barlangsung dan akan
memperoleh hasil yan ¥nakSimal, ﬂ

b, Secara MKYEE AN h S AL NS GIBl3d: suatu syarat
S——— 1% ) =1\ M1\ WA A ——

Syari’ah Universitas!'rsf%rrmgelr'lj@deGﬁ Intan Lampung.

F. Metode Penelitian

Untuk menghindari dan untuk memahami suatu permasalahan agar hasil

penelitian yang dilaksanakan dapat mencapai hasil yang optimal sebagaimana
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yang diharapkan, maka perlu bagi seorang peneliti menggunakan suatu metode

dalam melaksanakan penelitian. Penulis menggunakan metode penelitian.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field

research) yang pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan
secara spesifik dan realistis tentang apa yang terjadi pada suatu saat di
tengah masyarakat.”> Penelitian ini dilakukan secara langsung ke objek
penelitian, yaitu pada pedagang kaki lima yang berada di Jalan Jati Baru
Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu suatu penelitian yang

penyederhanaan data=ya : afnat"besar j,urh'léh henjadi informasi yang
lebih sederhana agar mudah ibéhém’i ﬁanya yang terjadi
gilapangan. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Dalam hal RADEmn IN]IAN&IH tentang praktik
bagaimana larangan PKL lﬁ(ﬁJMnPdprh as umum dilihat dari sudut
pandang hukum Islam.

2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini memperoleh sumber data dari:

h. 33

1> Kartini Kartono, Pengantar Metodologi Riset Sosial, (Bandung: Mandar Maju, 1996),
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a. Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data
yang dikumpulkan secara khusus dan berhubungan langsung dengan
permasalahan yang diteliti.!® Dalam hal ini data yang diperoleh penulis
langsung dari hasil penelitian lapangan bersumber dari para pedagang kaki
lima yang melakukan kegiatan jual beli di Jalan Jati Baru Kelurahan
Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang.
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang telah lebih dulu dikumpulkan dan

dilaporkan oleh orang atau instansi diluar dari penulis sendiri, walaupun

yang mempunyai W&m permaSaié- - akan dikaji dalam
penelitian ini. Penulis mengg akan'; data S€kunder ini untuk memperkuat
penemuan daMMI!M;EﬁﬁJfIA%ISLAM N EGERI

3. Populasi dan SamgADEN ﬂNTAN
LAMPUNG

a. Populasi
Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian.'” Populasi yang
diteliti dalam penelitian ini berjumlah 252 orang yang terdiri dari 250 orang

pedagang kaki lima yang berjualan di JI. Jati Baru, 1 orang pegawai Suku

16 Rianto Adi, Metode Penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta: Granit, 2005), h. 57.
" Ibid., h. 173.
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Dinas UMKM, dan 1 orang anggota Satpol PP. Penulis berupaya untuk
menggali informasi sebanyak-banyaknya mengenai praktik jual beli yang
dilakukan oleh pedagang kaki lima.
b. Sampel

Sampel berarti contoh, yaitu sebagian dari seluruh individu yang
menjadi objek penelitian. Dalam pendapat Suharsimi Arikunto bahwa
apabila subjeknya kurang dari 100, lebih baik diambil semua sehingga
penelitian merupakan penelitian populasi. Selanjutnya jika jumlah
subjeknya besar dapat diambil antara 10-15% atau 20-25% dari populasi.’®
Dalam penelitian .ini, populasi berjumlah 252 orang, maka penulis
mengambil 10% dari total populasi yang dipilih yaitu berjumlah 25 orang
y_ng terdiri dari. 1 orang pegawai Sudin UMKM, 1 orang anggota Sat"‘ol

Ry dan23 orang pedagazt ;jkﬂ Wetode menentuk4nsa

menggutiakan random sampling, yaitu pengambilan-sampel_dé _anggota

—_—

populasi yang dila MCak tanpman strata yang ada
dalam populasi itu®

4. Metode PehdMETDRLTAS ISLAM NEGERI

Dalam usaha menanbArDaELNJkl;N;Il:AN, digunakan beberapa

LAMPUNG

metode, yaitu:
a. Observasi
Observasi adalah kegiatan untuk mendapatkan gambaran dan data

mengenai perilaku manusia sebagaimana adanya atau yang benar-benar

' Ibid, h. 115.
'% Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2008), h. 56.
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tejadi.?’ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati kegiatan jual
beli yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru Kelurahan
Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang.
b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya
dengan si penjawab.?’ Wawancara yang dilakukan oleh peneliti adalah
wawancara yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan pada
masalah, tujuan, dan hipotesis penelitian. Pada praktiknya peneliti
menyiapkan daftar. pertanyaan untuk diajukan secara langsung kepada
pihak-pihak yang melakukan kegiatan jual beli di Jalan Jati Baru Kelurahan
ampung Bali Kecamatan Tanah Abang. 7

Dokumentasi-adalah mencari data mengenai~hal-hal_terfent(

e

barang-barang tertul ti bt_Jku! majalah, s ar, catatan, dan lain-

lain® yang berkaitan dengan erhééalaha Ini. Data yang diperoleh dari
dokumentasi ”lMeVMEEA§A§&AMaQJEpG£&p data primer.
Data ini berupa foRA\DcElNurlNJANkerja, dan dokumen

LAMPUNG

lainnya.

208

2% Soerjono Soekamto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Ul Press, 1986), h. 206-

*! 1bid., h. 193.
22 suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka

Cipta, 2010), h. 231.
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5. Teknik Pengolahan Data
Apabila semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengolah data
dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Editing, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-
bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan itu
cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses
berikutnya.?

b. Sistemating, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau
bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah, dan
beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.?*

6. Analisis Data
nalisis data yang digunakan dalam penelitian ini adélah penelit:: n

jaitt’suatu penelitian ya@“ata yang diungka e

dyatau uraian-uraian.”® Untuk menganalisa data kudglitatif ini

=

mengambil bentuk des se.hi'_ng-ga dalam:vw- igaralisa data, peneliti
menggunakan metode deskriptif u.élitjati'f.. etode ini digunakan untuk
memberikan gambaualNN%R&JA%J@-MiNgG@Rﬁng dilakukan
oleh pedagang kaki lima CRAQEENKLN;[ANJUHQ Bali Kecamatan

Tanah Abang yang ditinjau dari AﬁﬁmMsFa?m“. uasligmalisanya dituangkan dalam
bab-bab yang telah dirumuskan dalam sistematika pembahasan dalam penelitian

ini.

> Noer Saleh dan Musanet, Pedoman Pembuatan Skripsi, (Jakarta: Gunung Agung,
1989), h. 16

*1bid., h. 17.

% Rianto Adi, Op.Cit., h. 56
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BAB |1

LANDASAN TEORI

A. Hukum Islam Tentang Maslahah Mursalah
1. Pengertian Maslahah Mursalah

Secara etimologis “Maslahah Mursalah” terdiri atas dua suku kata, yaitu
maslahah dan mursalah.”® Kata maslahah berasal dari bahasa Arab dan telah
dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia yang berarti sesuatu yang mendatangkan
kebaikan (keselamatan dsb).?” Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari
kata salahu, yasluhu, salaham, ("3a | =lay | =la) artinya sesuatu yang baik,
patut dan bermanfaat.”® Adapun pengertian maslahah dalam bahasa Arab berarti

perbuatan-perbuatan yang mendorong pada kebaikan manusia, Dalam arti yang

umum 'zid ah®segala sesuatu ya?é’@ﬂnﬂjf gi manusia, baik

menarik ataulmenghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau@tenangan

—

atau dalam arti menolak gtas-menghindarkan seperti. k kemudharatan atau

kerusakan. Jadi, setiap yang men anduﬁg" martfaat patut disebut maslahah.?
Sedangkan kata mMMNaﬁlmleTI&é &&MMKN&EIQE!BJ% dalil agama
(Al-Qur’an dan Al-H&diSthDTEN(&IINUTTEANQHy&%

LAMPUNG

26 Rahmat Syafe’i, Ilmu Ushul Figh, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h. 118.

" W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PT RajaGrafindo
Persada, 1976), h.635.

% Muhammad Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan
Penerjemah dan Penafsir a;-Qur’an, 1973) h. 219.

29 Amir Syarifuddin, Ushul Figh, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) h. 324.

%0 Munawar Kholil, Kembali Kepada al-Qur’an dan as-Sunnah, (Semarang: Bulan
Bintang, 1955), h. 43.
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Perpaduan dua kata menjadi “maslahah mursalah” yang berarti prinsip
kemaslahatan (kebaikan) yang dipergunakan untuk menetapkan suatu hukum
Islam. Juga dapat berarti, suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau
bermanfaat.> Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang maslahah
mursalah, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan
pengertiannya. Diantara definisi tersebut:

a. Sebagaimana dikutip oleh Moh. Mukri, Al-Ghazali merumuskan
pengertian maslahah mursalah adalah menarik manfaat dan
menghindarkan bahaya dengan memelihara tujuan syara’’/hukum Islam
(maqasid asy-syari’‘ah).*

b. Abdul Wahab al-Khallaf memberi pengertian maslahah mursalah adalah

aslahah dimana syari’ tidak mensyari’atkan hukum untuk mewujudkan

¢. Muhammad Abu _mendefinisikan Maslabahemursalah adalah segala
kemaslahatan ;ﬁ | déhg‘aﬁ Ujuan-tujuan  syari’ (dalam
mensyari‘atlbt WA R /R 1Bk I G Rk chusus vang
merunjukian enia kRN b, AN

Dari beberapa rumusan definisi dllﬁlaAs, Mpg |silr¥p9<an bahwa:

%1 Mohammad Rusfi, Ushul Figih-1, (Lampung: Seksi Penerbitan Fakultas Syariah IAIN
Raden Intan Lampung, 2017), h. 122.

%2 Moh. Mukri, Rekonstruksi Hukum Islam Indonesia, (Yogyakarta: Idea Press
Yogyakarta, 2014), h. 58.

%% Abdullah Wahab Khallaf, Ilmu Ushulul Figh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah-
kaidah Hukum Islam, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), h. 123.

% Muhammad Abu Zahrah, Ushul al-Figh, terj. Saefullah Ma’shum, Ushul Figh,
(Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), h. 424.
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a. Maslahah mursalah sebagai sumber hukum Islam adalah sesuatu yang baik
menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau
menghindarkan keburukan bagi manusia.

b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan
syara’ dalam menetapkan hukum.

c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara’ tersebut
tidak ada petunjuk syara’ secara khusus yang menolaknya, juga tida ada
petunjuk syara’ yang mengakuinya.

2. Macam-macam Maslahah Mursalah

Maslahat dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

a. Maslahah yang dibenarkan syara’, yaitu maslahat yang sejalan dengan

1) Maslahah Dh

Yang dimaksud dengan méslahah dharuriyat, yaitu segala hal yang

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

menjadi sendi SI te ng harus ada demi
kemaslahatan merekal_yﬁ W e agal dasar dasar dan tujuan
umum syariat yang harus dijaga. Hal-hal itu tersimpul kepada lima
sendi utama: agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila

sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan

% Ahmad Hanafi, Pengantar dan Sejarah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989),
h. 75.
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manusia akan kacau, kemaslahatannya tidak terwujud, baik di dunia

maupun di akhirat.*®

a) Menjaga agama
Islam menjaga hak dan kebebasan dalam berkeyakinan dan
beribadah, setiap pemeluk agama berhak atas agama dan
mazhabnya dan tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya
menuju agama atau mazhab lain. Untuk orang-orang nonmuslim,
Islam menjaga tempat peribadatan mereka, menjaga kehormatan
syiar mereka, bahkan Alquran menjadikan salah satu sebab
diperkenankannya berperang adalah karena untuk menjaga
kebebasan beribadah.*” Dalam hal ini tersirat dalam firman Allah

SWT, dalam Surah Al-Hajj ayat 39-40 sebagai berikut;

—e

RN, g igh <k
- UNIV &SITAS/BL MNEGERI . » ..

D ) A,

..ﬁ,‘ P

LAMPURGSH &1 ) 56 o

Artinya: telah diizinkan (berperang) bagi orang-orang yang
diperangi, karena Sesungguhnya mereka telah dianiaya. dan
Sesungguhnya Allah, benar-benar Maha Kuasa menolong mereka
itu, (yaitu) orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman
mereka tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata:

% Alaiddin Koto, llmu Figh dan Ushul Figh, (Cet. I, Jakarta: Raja Grafindo Persada,
1997), h. 122.

3" Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Magashid Syariah, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 3.

%% Departemen Negara RI, Op.Cit.,h. 369.
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"Tuhan Kami hanyalah Allah™. dan Sekiranya Allah tiada menolak
(keganasan) sebagian manusia dengan sebagian yang lain,
tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja,
rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid- masjid, yang di
dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti
menolong orang yang menolong (agama)-Nya. Sesungguhnya
Allah benar-benar Maha kuat lagi Maha perkasa.

b) Menjaga jiwa
Hak pertama dan paling utama yang diperhatikan Islam adalah hak
hidup, hak vyang disucikan dan tidak boleh dihancurkan
kemuliaannya. Allah dalam menciptakan manusia dengan fitrah
yang diciptakan-Nya untuk manusia, lalu Dia menjadikan,
menyempurnakan kejadian dan menjadikan (susunan tubuh)nya

séimbang seimbang, dalam bentuk apa saja yang Dia'.kehendaki,

_Dia menyusun tubuhnya AIIah berifirman dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERJ S

RADEN INTAN =¥~
Artinya: kemudian air mani Itu Kami_jadikan segumpal darah, lalu

segumpal darah |LAMBiUN¢‘npaI daging, dan segumpal
daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu

Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia
makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah,
Pencipta yang paling baik.

% Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Op.Cit., h. 22.
** Departemen Negara RI, Op.Cit., h. 375.
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Maka, tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah
sangatlah dimuliakan, harus dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak
menghadapkannya dengan sumber-sumber kerusakan/kehancuran.

Dalam QS. An-Nisa ayat 29 Allah berfirman,

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan
jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara
kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya
Allah adalah Maha Penyayang kepadamu

. C) Menjaga akal

akhirat. D ~ m'anusia b_ef e emimpin di muka
bumi, dan dengan adanya h&ahusia menjadi sempurna, mulia, dan
berbed:!\ldIVERS T%%Fsiw N%G memerintahkan kita
untuk menjaga aka mence ah se?qlaang menyebabkan rusaknya
akal, seperti mengonsum5| aIkohoI narkotika dan sejenisnya.

Karena menyebabkan redupnya cahaya akal, melemahkan karakter,

*! Departemen Negara RI, Op.Cit., h. 93.
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dan menghilangkan akhlak mulia.** Dalam QS. Al-Ma’idah ayat 90
Allah berfirman,

e ;'J}E\ﬁ; SNy Jundly (3T LS Tyl el i

P

-~ A ’.f;,}{//} }./”‘f :"“ P > w

43 OWWQWUW|Q&&&

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya
(meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi
nasib dengan panah, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka

jauhilah  perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat
keberuntungan.

d) Menjaga harta

Manusia termotivasi untuk mencari harta demi menjaga
eksistensinya dan demi menambah kenikmatan materi, dan religi.
Namun' semua motivasi mengumpulkan harta harUs dengan cara

9{] a'Dhang lain dengan ~'
fA h / I(::-);;,

nnya. Allah mengharamkan harta yang dihasilkan dag

: 'i!-ng halal tidak

2
~— —

batil dan uri.* Sebagaimana fiman-Nya dalam Surah Al-
Ma’idah ayat 38 bernyi”, a

P &gugyﬁgsllj;%si%smm ﬁ%g{g%w »

LAMPUNG  “45> s 46

Artinya: laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri,
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang
mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan Allah Maha
Perkasa lagi Maha Bijaksana

2 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Op.Cit., h. 95.
** Departemen Negara RI, Op.Cit., h. 134.

4 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Op.Cit., h. 168.
** Departemen Negara RI, Op.Cit., h. 125.
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e) Menjaga keturunan
Islam menjamin kehormatan manusia dengan memberikan
perhatian dan perlindungan yang sangat besar, yang dapat
digunakan untuk memberikan spesialisasi kepada hak asasi
manusia. Diantara bentuk perlindungan yang diberikan adalah
dengan menghinakan dan memberikan ancaman kepada para
pembuat dosa yaitu melakukan zina dan gadzaf (menuduh orang

lain berzina). Allah berfirman dalma QS. An-Nur ayat 2 berbunyi,

Artinya: perempuary gibe ;n'-_ dan laki-laki yang=berzi
)\ Maka deralah tiap ic i, keduanya seratus dail d

jalankan) agama Allah, jika k

Allah, dan hari“akhirat, dan hendaklah-(pelaksanaan) hukuman
merekawekumpul ' yang beriman

2) MaskehaIMIVERSITAS ISLAM NEGERI

Maslahah RA%NQ%N;’FANQ sangat dihajatkan
oleh manusia untuk lmAJMWNGJIitan dan menolak segala

halangan. Artinya, ketiadaan aspek hajiyat ini tidak akan sampai
mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan

hanya sekadar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.

* Departemen Negara RI, Op.Cit., h. 384.
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Prinsip utama dalam aspek hajiyat ini adalah untuk menghilangkan
kesulitan, meringankan beban taklif, dan memudahkan urusan mereka.
Untuk maksud ini, Islam menetapkan sejumlah ketentuan dalam
beberapa bidang, seperti mu’amalat dan ‘uqubat (pidana).47

3) Maslahat Takmili

Yang dimaksud maslahat takmili ialah suatu maslahat yang apabila
tidak dikerjakan, kehidupan ini tidak mengalami kesulitan, akan tetapi
perwujudan maslahat tersebut merupakan tanda akhlak yang luhur atau
kebiasaan yang baik.”* Kemaslahatan ini merujuk pada etika dan
moral, juga semua hal yang bisa menyampaikan seseorang menuju
muru’ah dan berjalan diatas metode yang lebih utama dan, jalan yang

. lebih baik.*

ini kemudian diba epada dua macam,

1) Al- Maslahahﬁ
vaitu ma NGRS LTASIREAM NEGER ksian syara’
ethadapry, bRé.DnEMU.INTAM menolaknya dlam

bentuk macam/spe5|es ataupun jemNgenus tindakan syara’. Dalam
kenyataannya, maslahah bentuk ini hanya ada dalam teori, tetapi tidak

ditemukan contohnya dalam kenyataan kehidupan sehari-hari.*°

" Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Op.Cit., h. 124.

8 Ahmad Hanafi, Op.Cit., h. 76.

9 Ahmad Al-Mursi Husain Jauhar, Op.Cit., h. 16.

%0 Abd. Rahman Dahlan, Ushul Figh, (Jakarta: Amzah, 2016), h. 208.
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2) Al-Maslahah al-mula’imah
Yaitu maslahah yang meskipun tidak terdapat nashsh tertentu yang
mengakuinya, tetapi, ia sesuai dengan tujuan syara’ dalam lingkup
yang umum. Tujuan syara’ ini dipahami dari makna umum yang
terkandung di dalam Alquran, hadis, dan al-ijma’. Maslahah inilah
yang biasa disebut dengan istilah al-maslahah al-mursalah.™
Dari segi kelenturannya menghadapi perubahan zaman dan lingkungan sosial,
maslahah terbagi menjadi dua macam, yaitu:
a. Maslahah yang bersifat konstan. Maksudnya maslahah jenis ini tidak
dapat berubah hanya karena terjadinya perubahan lingkungan dan
perkembangan masyarakat. Hal ini seperti tercermin dalam muatan

maslahah yang terdapat dalam pengaharaman segala bentuk kemaksiaw n

TR

itian,zina, dan-lain sebagainya.*

e

b. Maslahah yang bisashé : abtasi-dengan pefuiw" man dan lingkungan
sosial. Seperti maslahah ya g.t'.er(iapat. am hukum-hukum kebiasaan,
misalnya tHIMMEJ&S LIA%a‘a%LAM‘lNﬁQ E(leitas tertentu
dilakukan secara %,Qﬁrua LNFT IANtas dilakukan secara

LAMPUNG

kredit.>

*L 1bid., h. 209.
52 Moh. Mukri, Op.Cit., h. 85.
%% Nasrun Haroen, Usul al-Figih, (Jakarta: Logos, 1997), h. 68.
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3. Syarat-syarat Maslahah Mursalah

Dalam menggunakan maslahah mursalah sebagai hujjah, ulama bersikap
sangat hati-hati sehingga tidak mengakibatkan pembentukan syariat, berdasarkan
nafsu dan kepentingan terselubung. Agar maslahah mursalah dapat diterima
sebagai dasar dalam menetapkan hukum Islam, maka para imam mujtahid
memberikan persyaratan-persyaratan.

Untuk menjadikan maslahah mursalah, harus memenuhi syarat-syarat,
yakni:

a. Mashlahat tersebut haruslah maslahat yang haqiqi (sejati), bukan yang
hanya berdasarkan wahm (perkiraan/dugaan) saja. Maksudnya adalah agar
bisa diwujudkan pembentukan hukum tentang maslahah yang dapat
_memberi kemaslahatan itu haruslah benar-benar dabat memba":a

\kemantfaatan dan menolak %eﬁﬁirﬂa

lahatan itu-_hendaklah kemaslahatan _yang umuf,~ ‘bukan

=

kemaslahatan yanﬂs.untuk perseofahr AMaksudnya ialah bahwa
dalam kaitannya dengan pe b.e'ntljjkan.h um atas suatu kejadian dapat
melahirkan '«LM&AEB@ LIMaMM Nﬁcﬁgﬁlmendatangkan
manfaat bagi satu &AQ Ethj Nr-\[ ANarena itu harus dapat

dimanfaatkan oleh orangI'BaAm/MétPaHz!lyathhenolak kemudharatan yang

menimpa kepada orang banyak.*®

> Chaerul Umam, Ushul Figh 11, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 137.
*® Alaiddin Koto, Op.Cit., h. 145.
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c. Kemaslahatan itu tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara’ yang telah
ada, baik dalam bentuk nash, Alquran dan sunnah, maupun ijma’ dan
giyas.”

d. Maslahat mursalah itu diamalkan dalam kondisi yang memerlukan,
seandainya masalahnya tidak diselesaikan dengan cara ini, maka umat
akan berada dalam kesempitan hidup, dengan arti harus ditempuh untuk
menghindarkan umat dari kesulitan.>’

Sedangkan menurut asy-Syatibi maslahah dapat diterima sebagai dasar
pembentukan hukum Islam dengan membuat dua kriteria. Pertama, maslahat
tersebut harus sejalan dengan jenis tindakan syara’ karena itu maslahat yang tidak
sejalan dengan jenis tindakan syara’ atau yang berlawanan dengan dalil syara’ (al-

Qur’an, as-Sunnah dan ijma’) tidak dapat diterima sebagai dasar dala

itu menurut asy- Syatlbl M kajian. q%

4. Objek Maslahah Mursalah

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Maslahah MursalaReArBE NlaFNIT AlNhukum syara’ secara
umum, juga harus diperhatikan EdAMantara satu manusia dengan

yang lain, lapangan tersebut merupakan pilihan utama utama untuk mencapai

kemaslahatan. Dengan demikian, segi ibadah tidak termasuk dalam lapangan

tersebut.

*¢ Mohammad Rusfi, Op.Cit., h. 132.
" Amir Syarifuddin, Op.Cit., h. 337.
%8 Muhammad Khalid Mas’ud, Op.Cit,. h. 162.
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Yang dimaksud segi peribadatan adalah segala sesuatu yang tidak
memberi kesempatan kepada akal untuk mencari kemaslahatan juznya dari setiap
hukum yang ada didalamnya. Di antaranya, ketentuan syari’at tentang ukuran had
kifarat, ketentuan waris, ketentuan jumlah bulan dalam Jeddah wanita yang
ditinggal mati suaminya atau yang diceraikan. Dan segala sesuatu yang telah
ditetapkan ukurannya dan disyari’atkan berdasarkan kemaslahatan yang berasal
dari syara’ itu sendiri.”®

Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa maslahah mursalah itu difokuskan
terhadap lapangan yang tidak dapat dalam nash; baik dalam al-Qur’an maupun as-
sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui suatu
I’tibar. Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya,ijma’ atau
giyas ya ng berhubungan dengan kejadian tersebut.® 7

I \daptin*beberapa contoh Z@i{ﬁhﬁaggu va uk

Mgslahat, yaitu antara lain:®*

a. Sahabat mengumpuika Iqu'_ran,dalam satu_mushaf alasannya semata-

mata karena maslahat, vyal fne'}hjaga qguran dari kepunahan atau
kehilangan U(MM&E/R&JJA%J@ LAMnBéEr@aE IS«Jjumlah besar
penghafal Alquran BMEMbJN TAN

b. Khulafa ar-Rasyidin m!ﬁép'&gnpgéNrus% menanggung ganti rugi
kepada para tukang. Padahal menurut hukum asal, bahwasannya
kekuasaan mereka didasarkan atas kepercayaan. Akan tetapi ternyata

seandainya mereka tidak dibebani tanggung jawab mengganti rugi, mereka

% Rachmat Syafe’i, llmu Ushul figh, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 121.
% Ibid., h. 122.
® Muhammad Rusfi, Op.Cit., h. 134-135.
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akan berbuat ceroboh dan tidak memenuhi kewajibannya untuk menjaga
harta benda orang lain yang berada dibawah tanggungjawabnya.

c. Diperbolehkannya mengangkat seorang penguasa mafdhul (bukan yang
terbaik). Penolakan akan bai’at dikhawatirkan berakibat timbulnya
kemudharatan, kerusakan, kegoncangan serta kekosongan pemerintah.

d. Apabila uang kas negara mengalami defisit, dan tidak mencukupi untuk
memenuhi  kebutuhan-kebutuhan pembiayaan tentara, maka bagi
pemerintahan diperbolehkan menarik pungutan wajib kepada orang-orang
kaya untuk menutupi kebutuhan mereka yang mendesak, sampai baitul mal
mendapatkan masukan uang atau kebutuhan mereka tercukupi.

e. Apabila keadaan serba haram mengejala dan melanda diseluruh dunia atau

_.ada suatu daerah tertentu yang penduduknya mengalami hambatan unt Kk

dahKe daerah lain, dan @Fﬂipm lapangan pek nyang

dan terdesak oleh kebutuhan yang melebihi_dafi™ ekedar

——

mempertahankan idug | -aka_ bagi me,reka:di hkan secara terpaksa
untuk memasuki dan mene ma 'Iapanﬁ .yang buruk demi
menolak daruil}lé%mﬁlj}-%tl@b&manw EGERI

5. Kedudukan atau Kemmarl NJIAN

LAMPUNG

Tidak dapat disangkal bahwa dikalangan mazhab ushul memang terdapat
perbedaan pendapat tentang kedudukan maslahah mursalah dan kehujjahan dalam

hukum Islam baik yang menerima maupun yang menolak.®” Berikut ini akan

%2 Hashi ash-Shiddigiey, Falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 72.
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dijelaskan perbedaan pendapat antara kalangan mazhab ushul yang menerima dan
yang menolak serta argumentasi mereka masing-masing.

a. Kelompok pertama para Jumhur ulama menetapkan bahwa maslahah
mursalah itu adalah sebagai dalil syara’ yang dapat digunakan untuk
menetapkan suatu hukum. Alasan yang mereka kemukakan adalah sebagai
berikut:

1) Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan bertambah
mengikuti  perkembangan  kebutuhan  manusia.  Seandainya
kemaslahatan-kemaslahatan yang sedang berkembang itu tidak
diperhatikan, sedang yang diperhatikan hanyalah kemaslahatan yang
ada .nashnya saja, niscaya banyaknya kemaslahatan-kemaslahatan
manusia yang terdapat di beberapa daerah dan péda masa yang

\ berbeda-beda akan me@iﬁe

”":",;_apat mengikuti perkembangan kemaslahatan manusi

—

tujuan syarthuk mewWahatan manusia di

setiap tempat dan masa. ko

2) Menuru!J NLVWTMJM%LNLEG E&-putusan dan
peraturan-peraRA'QEINdJsN;[lAaN sahabat, tabi’in dan
Imam-imam mujtahlldTnAMI!\DhLarngmewujudkan kemaslahatan
bersama.*

3) Suatu maslahat bila nyata kemaslahatannya dan telah sejalan dengan

maksud pembuat hukum (Syari’), maka menggunakan maslahat

% Mukhtar Yahya, Dasar-dasar Pembinaan Hukum Figh Islami, (Bandung: PT Al-
Ma’arif, 1993), h. 107.
* Ibid.
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4)

RESTTA

tersebut berarti telah memenuhi tujuan syar’i, meskipun tidak ada dalil
khusus yang mendukungnya. Sebaiknya apabila tidak digunakan
untuk menetapkan suatu kemaslahatan dalam kebijaksanaan hukum
akan berarti melalaikan tujuan yang dimaksud oleh syar’i. Karena itu
dalam menggunakan maslahah mursalah itu sendiri tidak keluar dari
prinsip-prinsip syara’.%®

Adanya amaliah praktek yang begitu meluas di kalangan sahabat Nabi
tentang penggunaan maslahah mursalah sebagai suatu keadaan yang
sudah diterima bersama oleh para sahabat tanpa saling menyalahkan.
Misalnya, para sahabat telah menghimpun Alquran dalam satu

mushaf, dan ini dilakukan karena khawatir Alquran bisa hilang. Hal

ini 'tidak ada pada masa Nabi dan tidak pula ada larangannya.

mashlahah mugsaiahy -ahg_ sama sekali tidak-gigemukan satu dalil pun

yang melarang atau me ufUhﬁya. Sesungguhnya para sahabat telah
mengzuk DV ERRETAR AR LAM NEGERL syare’, maka
harus diamalkRAchEm tLIjN’]-I:A]N mengenyampingkan

berarti telah mengen)l/_amApllr}gUa)rllhjjjltHrgyariat dan hal itu dianggap
batal dan tidak dapat diterima. Oleh karena itu, berpegang kepada

mashlahat adalah suatu kewajiban.®®

168.

6 Amir Syarifuddin, Op.Cit., h. 339-340.
% Romli SA, Mugaranah Mazahib fil Ushul, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h.
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b. Kelompok kedua berpendapat bahwa maslahah mursalah tidak dapat

diterima sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Adapun alasannya

sebagai berikut:

1)

Beramal dengan maslahat yang tidak mendapat pengakuan tersendiri
dari nash akan membawa kepada pengamalan hukum yang
berlandaskan pada sekehendak hati dan menurut hawa nafsu manusia,
seperti para pemimpin, penguasa, ulama, pemberi fatwa. Sebagian dari
mereka kadang-kadang dikalahkan oleh keinginan nafsunya dan
keinginan, sehingga mereka menghayalkan kerusakan sebagai
kemaslahatan. Sedangkan kemaslahatan adalah suatu hal yang relatif,

tergantung sudut pandang dan lingkungan. Maka penetapan hukum

syari’at. karena kemashlahatan umum berarti ‘membuka pintu

2)

3)

seenaknya. .
Menggunakan maslahat !Iafn’ 'i'jtihad !npa berpegang pada nash akan

mengak”ﬂhy%&mxﬁgdaglb&m (NIE@IEEBJCapkan hukum
yang mengakilB(AsQENetLNJ Amma hukum. Hal yang

demikian menyalahi'Toﬁsl;\p(I E)Dergéﬁlrgukum dalam Islam, yaitu
“tidak boleh merusak, juga tidak ada yang dirusak”.
Seandainya dibolehkan berijtihad dengan maslahah yang tidak

mendapat dukungan dari nash, maka memberi kemungkinan untuk

115.

87 Abdul Wahab Khallaf, llmu Ushul Fikih, (Jakarta: Cet ke-7, Pustaka Amani, 2002), h.
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berubahnya hukum syara’ karena alasan berubahnya waktu dan
berlainannya tempat berlakunya hukum syara’, juga karena berlainan
antara seseorang dengan orang lain. Dalam demikian, tidak akan ada
kepastian hukum.

B. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun
2007 Tentang Ketertiban Umum menjelaskan bahwa “Pedagang Kaki Lima atau
yang biasa disebut PKL adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha
perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas
umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak
mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur

hijau,

taman, bawah' jembatan, jembatan penyeberangan

‘._::lzivat disimpulkan bah@d@

melakukan ke"

Dari pengertit

aR.usaha di-fasilitas umum dan Pemerintah DKl.d@ Garta sudah
menentukan tempat un ara agang kaki lima J melakukan usaha.
Dalam kenyataannya, masih banyak p'ara" pedagang kaki lima yang tidak

UNIVERSITAS ISLAM NEGER

mendapatkan izin dari pemeri ta ﬁ |tempat tempat yang

BUN am BAB VI tentang Tertib

QJ

dilarang oleh pemerintah. Se agi-A

Tempat dan Usaha Tertentu, yaitu®®:

Pasal 24 yang berbunyi:

%8 peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2007
tentang Ketertban Umum.
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1. Setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya
menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib memiliki izin tempat
usaha berdasarkan Undang-Undang Gangguan.

2. Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Gubernur atau pejabat yang ditunjuk setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 25 :

1. Gubernur menunjuk/menetapkan bagian-bagian jalan/trotoar dan tempat-
tempat kepentingan umum lainnya sebagai tempat usaha pedagang kaki
lima.

2. Setiap orang atau badan dilarang berdagang, berusaha di bagian

jalan/trotoar, halte, jembatan penyebrangan orang dan tempat-tempat

ntuk kepentingan umum lainnya di luar ketentuan sebagaimana dimaksud

sebagaimana d|Wt (2). ’
Pasal 26:

1. Setiap pedf!JMVlglR&HAﬁr’& L}QFMUM@G EeR!)at berdagang
sebagaimana dimalBAD]ENZEI Nt-rlAaNJs bertanggung jawab

terhadap ketertiban, kebelrflﬁarMaIr?r%rll}a!lgg kesehatan lingkungan serta
keindahan di sekitar tempat berdagang yang bersangkutan.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penetapan tempat
usaha tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diatur

dengan Peraturan Gubernur.
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Pasal 27:

1. Setiap orang/badan dilarang menempatkan benda-benda dengan maksud
untuk melakukan sesuatu uasaha di jalan, pinggir rel, kereta api, jalur
hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali di tempat-tempat yang
ditetapkan oleh pejabat berwenang yang ditunjuk oleh gubernur.

2. Setiap orang/badan dilarang menjajakan barang dagangan, membagikan
selebaran atau melakukan usaha-usaha tertentu dengan mengharapkan
imbalan di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum, kecuali
tempat-tempat yang ditetapkan oleh gubernur.

3. Setiap orang dilarang membeli barang dagangan dan menerima selebaran

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

2008 j I"_g mengatur tentang keteng gﬁ]jlﬂ

melanggar ketentuan Pas 2y -.(1)_, ayat (2), aiyéf =Rasal 3 huruf i, Pasal 4

ayat (2), Pasal 5 huruf a, Pasal 7 aya (1), ﬁasal 8,%Pasal 9, Pasai 11 ayat (2), Pasal
12 huruf a, huruf e, LUN&VEMU'M (h$L3AM)NEQ§ %jat (2), ayat (3),
Pasal 19 huruf b, Pasal ZRADIEN IlLNfTMZS ayat (2), ayat (3),
Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat &J,%a% %léjyélt“ (9 Pasal 29 ayat (3), Pasal 31
ayat (1), Pasal 38 huruf a, huruf b, Pasal 39 ayat (1), Pasal 40 huruf a, huruf c,
Pasal 51, Pasal 54, Pasal 54 ayat (2) dan Pasal 57 dikenakan ancaman pidana

kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan paling lama 60 (enam puluh) hari
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atau denda paling sedikit Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) dan paling banyak

Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah).®

C. Pedagang Kaki Lima
1. Asal Muasal Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk usaha sektor informal di
perkotaan. Jumlahnya sangat besar dan seringkali lebih mendominasi dibanding
jenis usaha sektor informal lainnya. Secara etimologi atau bahasa, pedagang biasa
diartikan sebagai jenis pekerjaan beli dan jual. Pedagang adalah orang yang
bekerja dengan cara membeli barang dan kemudian menjualnya kembali dengan
mengambil keuntungan dari barang yang dijualnya kembali. Kaki lima diartikan

sebagai lokasi berdagang yang tidak permanen atau tetap. Dengan' demikian,

pedaga <

siur dan banyak versi. S Aoy daL_ri trotoar buais TE a yang luasnya 1,5

meter (lima kaki). Istilah PKL tersebut 'diafnbil dari kebiasaan orang Belanda

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

dalam mengatur pedagang @Aﬁpﬁi\i ;ﬂ Ar‘w
Menurut seorang tokoh nﬁ esianis berngma William Liddle, aturan
LAMPUNG

trotoar lima kaki justru berasal dari bahasa Inggris, five foot (lima kaki).”* Bapak
Liddle mempercayai bahwa yang membuat aturan tentang pembangunan trotoar di

Indonesia bukanlah Belanda, tetapi Inggris. Inggris memang pernah mengambil

69 H
Ibid.
"% Sutrisno Iwantono, Kiat Sukses Berwirausaha, (Jakarta: Grasindo, 2001), h. 7.
™ Gilang Permadi, Pedagang Kaki Lima: Riwayatmu Dulu, Nasibmu Kini!, (Jakarta:
Yudhistira, 2007), h.3
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alih kekuasaan atas Indonesia dari Belanda. Sebenarnya yang membuat trotoar di
Indonesia adalah gubernur jendral asal Inggris, Sir Stamford Raffles.

Sementara itu, sumber lain istilah PKL adalah untuk menyebut pedagang
yang menggunakan gerobak beroda. Jika roda gerobak ditambahkan dengan kaki
pedagang, maka berjumlah lima, maka disebutlah pedagang kaki lima atau PKL.

Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, makna istilah kaki lima itu
mempunyai arti: “lantai (tangga) di muka pintu atau di tepi jalan” dan “lantai
diberi beratap sebagai penghubung rumah dengan rumah”.

Pengertian tersebut lebih mirip dengan pengertian trotoar yang luasnya
lima kaki atau 1,5meter yang dibuat di masa penjajahan (Belanda atau Inggris).

Namun, pengertian yang dimaksudkan kamus itu juga bisa diartikan emperan

toko. Karenanya, selain trotoar, PKL juga berjualan di emperan toko.
——— 2
o3 yang membuat is @ﬁ
manusia” mak§adaya barangkali karena PKL berada di jalur pejalan kaki-(tr

= —

dan emperan toko), sehMorang b.erlalij— Ag=disamping kanan dan
samping kiri para PKL.”2 ey ‘
2. Dasar HukBEWERAIAS S LAM NEGERI

RADEN INTAN
Dasar hukum mengenai Eeﬁgﬁagpkilj%r& diatur sebagaimana dalam

urutan hirarki sebagai berikut:
a. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (2), Pasal 33.
b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan

Menengah.

2 |pid.
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c. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan
dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

e. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 08 Tahun 2007 tentang
Ketertiban Umum.

f. Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan
Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

3. Ciri-ciri Pedagang Kaki Lima

Pengertian pedagang kaki lima dapat juga dijelaskan melalui ciri-ciri

umum, yaitu:"

: eHi emperan/depan:;;zqrdi

N trotoar, di atas got, di taman, bantaran k aligida 1 di areal
parkiran dan te ) oré_ing ramai,

b. Jam berdagang tidak tentu, ada pégi ﬁsiang, sore, dan malam hari, bahkan

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

= RABER INTAN™ ™™

cagange LAMPUNG

c. Jenis dagangan beraneka ragam, ada jajanan (makanan proses), tanaman
hias, pakaian, barang-barang konsumsi lainnya yang tidak lama secara

eceran,

® Rachmawati Madjid, Dampak Kegiatan Pedagang Kaki Lima terhadap Lingkungan di
DKI Jakarta, Vol. 1 No.3 tahun 2013 h. 64.
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d. Tawar menawar antar penjual dan pembeli merupakan ciri yang khas
pada usaha pedagang kaki lima,

e. Tempatnya dalam bentuk bangunan ada yang tertutup, terbuka,
menggunakan payung, gelaran, gerobak, pikulan, meja, dsb, konstruksi
bangunan darurat, semi permanen dan tanpa bangunan,

f. Pada umumnya pedagang kaki lima menimbulkan gangguan terhadap
lingkungan, lalu lintas, ketertiban dan kebersihan.

4. Kewajiban, Hak, dan Larangan Pedagang Kaki Lima
Kewajiban, hak dan larangan pedagang kaki lima diatur dalam Peraturan
Gubernur Nomor 10 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang

Kaki Lima. Kewajiban Pedagang Kaki Lima sebagaimana dijelaskan dalam Pasal

i
ditetapkan sehingga tidak mengganggu IaI___»_;A ptas dan

—

a. Menempatkan dan menyusuy an dengan teratur pada/batas-

2
AS ;,I 0

pengguna jalan; . =
b. Memelihara ketertiban, keb!sih.an”dan k!ndahan lingkungan di masing-

masing lokdd MOWERSITAS [SLAM NEGERI

c. Melakukan kegiatMQEiNngLNz-i[ANiberikan;

d. Membayar retribusi sesu:!u' ﬁ%%&ﬁg‘mg berlaku;

e. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi
dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu)
bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah

Daerah;
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f.

g.

Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh
Pemerintah Daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL; dan

Membuat dan mengisi formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.”*

Selain menjalankan kewajibannya, para PKL juga memiliki hak yang diatur

dalam Pasal 21, yaitu;

a.

b.

Mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;

Melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;

Mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan
kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;

Mendapatkan  pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan

pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan

Mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permoda_,_ n

Pasal 22, yaitu;

Mengubah bentuk dan fung!tempat usah!

MemperdadeiaH berang kirrendS LAM NEGERI
Melakukan perbuaaéﬂ EtNapl N;[A'N

Melakukan transaksi pelrﬂagangan paa'a\\| prasarana, sarana dan utilitas

umum.

* Peraturan Gubernur Nomor 10 tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan

Pedagang Kaki Lima.
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BAB 111
LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Sejarah Berdirinya Kelurahan Kampung Bali
Kelurahan Kampung Bali dibentuk pada tahum 1966 berdasarkan surat
Keputusan Gubernur DKI Jakarta tentang Pembentukan Kota Administratif
Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Sebelumnya Kelurahan ini termasuk dalam wilayah Kelurahan Tanah Abang.
Sedangkan sebutan Kampung Bali, menurut sumber dari beberapa orang
tokoh masyarakat, ini dahulunya terdapat sebuah kampung yang diberi nama

“BALI”. Di lingkungan ini pernah tinggal orang-orang dari Pulau 'Bali yang

Mas Mansyur ek tor Kelurahan Kebon Kacang (s . Sedangkan

kelurahan sc-ebagian wilwélgm l.Kean pada waktu itu
beralamat di Jalan IﬁtﬁT\f/aéﬁzg?fﬁsgr] §i:eﬁmpN @@éﬁfg Kecamatan

Grogol Petamburan. RAD E N n N TAN
Kantor Kelurahan Kampf%WUNlGerdirinya beralamat di Jalan

Kampung Bali 1/318 waktu itu belum memenuhi standar yang dibangun dengan
swadaya masyarakat pada tahun 1968. Sejak tanggal 1 Agustus 1990 sesuai
Instruksi Walikota Jakarta Pusat Nomor 1966 Tahun 1990 tanggal 13 Juli 1990
tentang Penempatan Gedung Kantor Lurah Standar, pindah beralamat di Jalan

Kampung Bali V Nomor 8 Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat.
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Wilayah Kelurah Kampung Bali sebagian besar terkena peremajaan
lingkungan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Propinsi DKI Jakarta Nomor
820 Tahun 1986 tanggal 22 Mei 1986 tentang Penetapan penguasaan
perencanaan/peruntukkan bidang tanah untuk peremajaan lingkungan yang
terletak di daerah Tanah Abang Jakarta Pusat + 40 Ha. Hal tersebut untuk
memenubhi tuntutan kebutuhan sesuai perkembangan pembangunan baik dalam hal
perekonomian, transportasi/kelancaran lalu lintas, perparkiran, perdagangan dan
jasa. Sejak tahun 1983 secara bertahap telah dimulai pelaksanaannya sehingga
secara bertahap pula lingkungan fisik yang kumuh telah berkurang yang Kini
menjadi lokasi kegiatan ekonomi khususnya perkantoran, pertokoan, dan jasa.
Adapun contoh; Gedung Parkir (Blok F) Pasar Tanah Abang yang imerupakan

sasaran, Pasar |Regional Tanah Abang yang dibangun sejak ‘tahun 1926 d;

diremajy ka padla tahun 1973. f / D D

c =

2. Letakéé afis-Kelurahan Kampung Bali_—

Wilayah Iﬁel-urawal'imerw{u dari 7 kelurahan
yang secara admlTjtﬁi'{’Eﬁgﬁ R%arrs\ﬁllﬂyﬁ ﬁga\gﬂlmnah Abang

Kotamadya Jakarta Pusat FR\/:ﬁiBEJNrtﬂ.NTﬁNampung Bali terletak
pada Bujur Timur 160°48°66” dzEA'rmWWOQZ’M” serta berada pada

ketinggian 2,60 meter diatas permukan laut. Kelurahan Kampung Bali memiliki 2

(dua) musim seperti kota-kota lainnya di Indonesia, yakni musim penghujan dan
musim kemarau. Pada musim penghujan, beberapa lingkungan di wilayah

Kelurahan Kampung Bali sering mengalami banjir maupun genangan air.
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Kelurahan Kampung Bali meliputi luas wilayah 73,40 Ha yang terbagi dalam 10
RW dan 81 RT dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Jalan Jati Baru Raya / Kali Cideng

- Sebelah Timur : Kelurahan Kebon Sirih / Kali Cideng

- Sebelah Selatan : Jalan Wahid Hasyim

- Sebelah Barat : Kali Banjir Kanal

Spesifikasi wilayah Kelurahan Kampung Bali adalah:
- Pusat perdagangan bersifat Nasional dan Internasional
- Penduduknya sebagian besar beretnis / bersuku Betawi
3. Keadaan Sosial Kelurahan Kampung Bali

Jumlah' penduduk di wilayah Kampung Bali sampai dengan Desember

Tabel 1 4
Jumlah Penduduk Kelurahan mpung ‘Bal !ecamatan Tanah Abang

nn:nc-n-no A kIEf‘Enl

Nomor Ura O B e =9limlah

: Wi RA%ENW 357
LAMPUNG

2. WNA 3 1 4

Jumlah 6.977 6.903 13.880

Berdasarkan tabel diatas, jumlah penduduk Kelurahan Kampung Bali,

Kecamatan Tanah  Abang setelah  digolongkan  berdasarkan  status
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kewarganegaraan dan jenis kelamin berjumlah 13.880 jiwa. Sebagian besar
penduduk Kelurahan Kampung Bali berkewarganegaraan Indonesia dengan uraian
sebagai berikut: jumlah 6.977 jiwa laki-laki yang terdiri dari 6.974 jiwa
berkewarganegaraan Indonesia dan 3 jiwa berkewarnegaraan Asing, 6.902 jiwa
perempuan berkewarganegaraan Indonesia dan 1 jiwa berkewarganegaraan Asing.
Tabel 2
Jumlah Penduduk Lahir, Mati, Pindah dan Datang Kelurahan Kampung Bali

Kecamatan Tanah Abang

Nomo Lahir Datang Pindah Meninggal

r L|P|{Jml|Lk|Pr| Jml | Lk | Pr Jml Lk | Pr Jml

lahir dan datang berjuml a, sedangkan pen indah dan meninggal

berjumlah 23 jiwa, berarti pendudu Kelurahan ampung Bali berkurang 9 jiwa

datam kurun waktu SHYBY Lyﬁfiégﬁ%b L}ﬂﬁ%ﬁg B

Keadaan Sosia menurut Tlngut Pendidikan

Nomor Pendidikan Jumlah
1. Tidak Bersekolah 995
2. Tidak Tamat SD 1.565
3. Tamat SD 2.425
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4. Tamat SLTP 4.124

5. Tamat SLTA 4.344

6. Tamat Perg. Tinggi 438
Jumlah 13.891

Tingkat pendidikan warga Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah
Abang dari total jumlah penduduk sebanyak 13.891 jiwa, sebanyak 995 orang
tidak bersekolah, 1.565 tidak tamat SD, sedangkan tingkat pendidikan tamat SD
berjumlah 2.425 orang, tamat SLTP berjumlah 4.124 orang, tamat SLTA
berjumlah 4.344 orang, dan tamat Perguruan Tinggi berjumlah 438 orang.
Tabel 4

Tempat Pendidikan Kelurahan Kampung Bali-

B = a4
NarjaP Byl
= . TKPPAUD = 24
2 ~SD ’ :
3. SMP 1
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Fasilitas Pendidikan yzﬁgl_%%l%ulr% ﬁ ampung Bali terdiri dari

TK/PAUD sebanyak 3 sekolah, SD sebanyak 4 sekolah, SMP sebanyak 1 sekolah.
Tabel 5

Jumlah Penduduk menurut Jenis Pekerjaan

Nomor Pekerjaan Jumlah

1. Karyawan swasta/ pemerintah/ ABRI 3.840
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2. Pedagang 4.065
3. Pensiunan 2.915
4. Pertukangan 3.051

Jumlah 13.891

Berdasarkan data diatas, mata pencaharian warga Kelurahan Kampung
Bali paling banyak bekerja sebagai pedagang. Warga yang bekerja sebagai
Karyawan swasta, Karyawan Pemerintah, maupun ABRI sebanyak 3.840 orang,
warga yang berprofesi sebagai pedagang sebanyak 4.065 orang, pensiunan
sebanyak 2.915 orang dan bekerja dibidang pertukangan sebanyak 3.051 orang.
Tabel 6

Fasilitas Layanan Publik

- _Masjid/Mushola | 08
2. Q -ié‘,éir'eja} y ' " 1
3. Posyéhd:‘ti-" 3 4
1 -
4. % S 1
* | LAMPUNG 1
6. Kantor Polisi Sektor 1
7. Kantor Pos 2
8. Pusat Perbelanjaan 1
9. Stasiun Pemadam Kebakaran 1
10. Stasiun Kereta Api 1
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Fasilitas Layanan Publik yang berada di Kelurahan Kampung Bali yaitu
fasilitas dibidang keagamaan terdiri dari 9 unit Masjid/ Mushola, dan 1 unit
Gereja, fasilitas dibidang kesehatan terdiri dari 4 unit Posyandu dan 1 unit
puskesmas, fasilitas layanan publik dibidang lain terdiri dari 1 unit Hotel, 1 unit
Kantor Polisi Sektor, 1 unit Kantor Pos, 1 unit Pusat Perbelanjaan, 1 unit Stasiun

Pemadam Kebakaran, dan 1 unit Stasiun Kereta Api.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN
LAMPUNG
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B. Praktik Pedagang Kaki Lima di Jalan Jati Baru

Masyarakat yang ada di Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah
Abang sebagian besar berprofesi sebagai pedagang untuk memenuhi kebutuhan
hidup keluarganya. Menjadi seorang pedagang dianggap mudah oleh masyarakat
Kelurahan Kampung Bali, karena tidak membutuhkan keahlian khusus dan tidak
memerlukan modal yang begitu besar. Sehingga profesi menjadi pedagang kaki
lima menjadi pilihan favourite bagi masyarakat sekitar.

Jalan Jati Baru Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang
merupakan salah satu tempat yang ramai adanya pedagang kaki lima. Sepanjang
Jalan Jati Baru banyak pedagang kaki lima yang berjualan dengan menggunakan
fasilitas umum, terutama trotoar. Banyaknya pengunjung stasiun yang berlalu
lalang ruas jalan yang sempit dan ramai juga banyak dilalui oleh ken araé

seperti A,o‘tir\;r mobil pribadi, mo@kﬂ ﬁm hingga mobil pen_:::_"

n Jati Baru sermg terjadi kemacetan dap.terke ‘an tidak

barang. Seh| Io[¢]
teratur dan kurang tertib.,
Selain itu keberadaan pedagang kak'i' lima sering dianggap kurang baik

UNIVERSITAS ISLANI NEGER

karena memunculkan kes % b. Ketidaknyamanan

Aarvﬁgwﬂ és juga dirasakan akibat dari

perbuatan yang dilakukan oleh pedagang kaki lima.

pejalan kaki dan pengendara ke

Pedagang kaki lima berjualan di trotoar karena mereka mempunyai alasan

tersendiri, seperti Ibu Rasmi yang berjualan pakaian di trotoar Jalan Jati Baru, ia

mengatakan bahwa selain ramainya pengunjung di sekitar Jalan Jati Baru, harga
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sewa toko yang mahal menjadi alasan ia berjualan sebagai pedagang kaki lima di
trotoar.”

Pedagang kaki lima biasanya memulai berjualan dari pukul 08:00 WIB
sampai dengan pukul 17:00 WIB.” Barang-barang yang dijual oleh pedagang
kaki lima di Jalan Jati Baru sangat bermacam-macam, seperti makanan, minuman,
pakaian, buah-buahan, bunga hias, jam tangan, kacamata, dll.

Sarana yang

digunakan pedagang kaki lima untuk menjajakan dagangannya pun beraneka

ragam, mulai dari tikar, gerobak, pikulan, meja dan kursi, dan lain sebagainya.”’

Tabel 7

Data Pedagang Kaki Lima di JI. Jati Baru Kel. Kampung Bali Kec. Tanah Abang

No. Nama. Usia Jenis Dagangan Lama Sarana yang
(tahun) Berdagang-| digunakan
(tahun) 4
1 YaTan\ 57 | Pedagang minuman 18 Gerobak
2 | Rirmansyah | 39 Pedéim pakafan 5 Hanger/
3 | Nidin, 42 | Pedagang bungalhias: 6 Tikaf
4 34| Pedagang kacamata 4 | MBje, Kursi
5 | Susi Pedagang pakaian_.. 7~ | Hanger
6 | Anton Hanger
7 | Miah Hanger
8 | Rasmi Hanger
9 | Rahmat | Sepeda
10 | Suwarsih ; "| Gendongan
11 | Munir Pikulan
12 | Warso Gerobak
13 | Iman 29 a 3 Gerobak
14 | Ruminah 55 Pedagang makanan 23 Meja. Kursi
15 | Supardi 51 Pedagang buah 12 Pikulan
16 | Amin 36 Pedagang batu cincin 5 Tikar
17 | Adam 32 Pedagang minuman 3 Sepeda
18 | Siti 43 Pedagang sayuran 12 Gendongan
19 | Maryono 41 Pedagang bunga hias 6 Tikar

’® |bu Rasmi (45 tahun), Wawancara, tanggal 9 Oktober 2017.
76 Bapak Firmansyah (39 tahun), Wawancara, tanggal 9 Oktober 2017.
" Observasi, tanggal 7 Oktober 2017.
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20 | Slamet 58 Pedagang minuman 14 Sepeda

21 | Sarpiah 44 Pedagang makanan 7 Gerobak
22 | Dede 37 Pedagang batu cincin 3 Tikar

23 | Gilang 33 Pedagang jam tangan 3 Meja, Kursi
24 | Sri 42 Pedagang pakaian 9 Hanger

25 | Edi 35 Pedagang batu cincin 6 Tikar

Bapak Yatmin, sudah 18 tahun berjualan sebagai pedagang minuman di
trotoar JI. Jati Baru. Bapak Yatmin mulai berjualan dari pukul 09.00 hingga pukul
18.00. Setiap hari Bapak Yatmin menggunakan gerobak sebagai alat bantu untuk
berjualan. Dalam berjualan Bapak Yatmin pernah ditertibkan oleh petugas Satpol
PP, gerobak yang sering digunakan diamankan oleh petugas dan di bawa ke
Gudang Satpol PP di Cakung. Bapak Yatmin membayar denda Rp. 100.000,- agar

barang dagangannya bisa diambil kembali.”

Menurut Bapak Firmans Ian d| troto Wn pendapatan yang
cukup besar karena ramainya pengunjung darl Stasiun
Bapak NurHeryEaﬁjﬁl-E%%l §I'EA1 I\I4§éGE0RItrotoar hanya

menggunakan tikar untuk e

erfungsi sebagai alas

LAMPUN

duduk dan bunga-bunga hias yang dijual cukup diletakkan dan disusun rapih di

trotoar untuk menarik perhatian pengunjung.®

’® Bapak Yatmin (57 tahun), Wawancara, tanggal 9 Oktober 2017.
7 Bapak Firmansyah (39 tahun), Wawancara, tanggal 9 Oktober 2017.
8 Bapak Nurdin (42 tahun), Wawancara, tanggal 9 Oktober 2017.
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Bapak Yanto, yang bekerja sebagai pedagang kacamata selama 4 tahun, ia
menggunakan meja kecil yang disusun rapih dan dialaskan terpal atau kain
kemudian kacamata disusun sedemikian rupa untuk menarik perhatian para
pembeli. Dalam berjualan, Bapak Yanto melihat situasi dan kondisi terlebih
dahulu, ia berjualan apabila tidak ada petugas yang melakukan penertiban.

Ibu Susi, pedagang pakaian yang hanya menggunakan hanger atau
gantungan baju untuk berjualan. Baju digantungkan dan disusun dengan rapih
serta harga yang dipajang di gantungan baju tersebut untuk memudahkan pembeli
mengetahui harga baju-baju yang dijual. Ibu Susi berjualan dari pukul 09.00
sampai dengan pukul 16.30.% Hal tersebut juga dilakukan oleh pedagang pakaian
lainnya seperti .Bapak Anton, Ibu Miah, Ibu Rasmi. Apabila petugas datang

melakukan penertiban, maka Ibu Susi dan pedagang pakaian lainnya bergegas lari

meninggalkan-petugas dan memb@fﬂ . Set 7a-mer
tetapi harga sewa toko‘wmenyebabkan““ a tetap berjualan di
trotoar. e

Bapak RahumlvgﬁgémsL&%Mmmhman keliling
menggunakan sepeda sebﬁAaQENerm;r A&N 13 tahun berjualan,

Bapak Rahmat selalu menghinldérAc!Ml l3e\'l!gys§atpol PP yang melakukan

penertiban dengan meninggalkan tempat berjualan dan pindah ke tempat lain

8 Bapak Yanto (34 tahun), Wawancara, tanggal 9 Oktober 2017.
82 |bu Susi (37 tahun), Wawancara, tanggal 9 Oktober 2017.

64



untuk bersembunyi.?®* Hal tersebut juga dilakukan oleh sesama pedagang
minuman keliling yaitu Bapak Adam, dan Bapak Slamet.

Ibu Suwarsih, pedagang buah gendongan yang berjualan di trotoar maupun
di pinggiran toko. Selama 23 tahun berjualan sebagai pedagang buah, Ibu
Suwarsih selalu menggunakan gendongan untuk berjualan dan menjajakan
dagangannya di trotoar.* Sama halnya dengan Ibu Siti, pedagang sayuran yang
juga menggunakan gendongan untuk berjualan sayur matang di halte Stasiun.
Sayur matang yang ia jual dibungkus menggunakan plastik dan diletakkan di
dalam gendongan, hal ini dilakukan untuk mempermudah para pembeli untuk
memilih sayuran yang akan dibeli.®

Bapak Munir, bekerja sebagai pedagang cobek yang berjualan di trotoar.

Bapak Munir mengaku 11 tahun berjualan cobek dengan menggunakan pikulan

dan ringkes dal%yj{!jerﬂ

junakan oleh Bapak Supardi untuk menjual.buiah-buaha™

QD

Pikulan juga-dig

Bapak Warso, yanm" | lan kuefkue bas'ahrs Ra-/ tahun menggunakan
gerobak. Gerobak yang digunaka b.é.ruba" gér ak dorong.. Biasanya Bapak
Warso berjualan dau NJMEB&JIA%J%M)LNE@@R& sekitar pintu
keluar stasiun. Bapak WarBADu ErNIal MIMH karena selain jarak

dari rumah dengan tempat berjualannya cublljp jauh, Bapak Warso juga
menghindari petugas yang melakukan penertiban pada pagi hari.!” Bapak Iman,

penjual bakso keliling yang menggunakan gerobak sepeda sebagai alat bantu

8 Bapak Rahmat (51 tahun), Wawancaraa, tanggal 9 Oktober 2017.
® |bu Suwarsih (48 tahun), Wawancara, tanggal 10 Oktober 2017.
8 |bu Siti (43 tahun), Wawancara, tanggal 10 Oktober 2017.

8 Bapak Munir (44 tahun), Wawancara, tanggal 10 Oktober 2017.
87 Bapak Warso (49 tahun), Wawancara, tanggal 10 Oktober 2017.
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berjualan. Pada jam-jam tertentu, Bapak Iman berjualan di halte Stasiun Tanah
Abang untuk menambah penghasilan.®

Bapak Amin, sudah 5 tahun berjualan batu cincin hanya menggunakan
tikar untuk berjualan. Tikar yang digunakan sebagai alas batu cincin yang
tersusun rapih di dalam kotak. Bapak Amin mengatakan bahwa hanya dengan
menggunakan tikar, la dapat berjualan untuk mencari nafkah.®

Dari hasil penelitian, mayoritas pedagang yang menjual pakaian hanya
menggunakan hanger/gantungan baju untuk menggelar dagangannya. Cara ini
merupakan cara yang sangat sederhana terutama bagi para pedagang kaki lima
yang berjualan di trotoar. Begitu pula dengan pedagang yang menjual kacamata,

jam tangan, mereka lebih memilih menggunakan meja dan kursi yang disusun

rapih uptuk menggelar dagangannya. Pemajangan barang jauh lebih rumit, namun

gerobak, troly, motor, ma
Pedagang kaki lima yang rjualan di t!toar sebenarnya sadar bahwa

mereka telah mela%lyeﬁﬁél-;%té%% Ngcégf\g"ntah, sehingga
menimbulkan kemacetan CBALD&JN kﬂ)NAIAM)I para pedagang kaki

lima enggan meninggalkan trotcl)'EAMngga pem%ntah memberikan tindakan
dengan melakukan penertiban melalui anggota Satpol PP. Penertiban yang
dilakukan oleh petgas Satpol PP sering kali dilakukan dengan cara yang terbilang

kasar dan keras. Saat dilakukan penertiban, banyak pedagang kaki lima yang

¥ Bapak Iman (29 tahun), Wawancara, tanggal 10 Oktober 2017.
8 Bapak Amin (36 tahun), Wawancara, tanggal 10 Oktober 2017.
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kabur dari petugas. Ada pula pedagang yang tertangkap oleh petugas memohon-
mohon untuk dilepas dan diberi belas kasihan. Pedagang yang tertangkap petugas
akan diamankan barang dagangannya ke Gudang Satpol PP Cakung dan
membayar denda yang telah ditentukan.*

Menurut Bapak Agus, meskipun penertiban dilakukan dengan cara yang
terbilang kasar dan keras, pedagang kaki lima di JI. Jati Baru tidak jera terhadap
penertiban yang dilakukan. Setelah membayar denda dan mengambil barang
dagangannya, para pedagang kaki lima tetap berjualan di trotoar meskipun sering
dilakukan penertiban. Dan hal tersebut terjadi secara berulang dan terus

menerus.>*

1. Faktor Penyebab Pelanggaran

\_ . Dari hasil penelitian

bekerja _sebagai p d %

ang-yang sudah tua, mereka hanya me ""'(Bendidikan

sebatas Sekolah~é_kglah " Wama, l?ahkan ada
beberapa yafﬂ\ilﬂaitlﬂgld‘t &gollgltﬁﬁ ﬁpﬁeéléﬁig diungkapkan

oleh Bapak SuparRyAﬁEaNluﬁNSI‘kﬁlNDasar tidak memiliki
keahlian dan modal yarﬂﬁwl Pw\wemilih untuk berjualan di

pinggir jalan. Jika ia tidak berjualan, maka ia menjadi pengangguran.

% Bapak Agus Ridwan (48 tahun), Wawancara, tanggal 10 Oktober 2017.
91 H

Ibid.
%2 Bapak Supardi (51 tahun), Wawancara, tanggal 10 Oktober 2017.
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Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan sulitnya mendapat
pekerjaan yang mengakibatkan banyaknya pengangguran. Sehingga
berdagang menjadi alternatif bagi masyarakat.

Banyak orang berfikir bahwa menjadi pedagang kaki lima adalah
suatu hal pekerjaan yang sangat mudah karena tidak memiliki keahlian
khusus. Disamping modal yang dibutuhkan sangatlah sedikit, keuntungan
yang diperoleh bisa dibilang sangatlah besar.

b. Faktor ekonomi

Salah satu masalah sosial yang belum juga teratasi di negeri ini
adalah ekonomi. Ekonomi yang lemah karena adanya kebijakan negara
serta pemerintah atau orang-orang yang berkuasa dan pembangunan yang

tidak merata, sehingga menimbulkan kemiskinan.

, ama mereka bekerja sebagai pedagang kaki_liffia; “untuk

mencukupi  kebut : ldup mereka 'bés luarganya sehingga

menyebabkan ketergantunga déﬁgén "pe.k Jaannya sebagai pedagang.

ibu PN RYESRS bRt b INGGHER huni kebutunan
hidupnya, dia tidBArDiE Nm' NFI&MMS menjadi tulang
punggung keluarga bagi kle'flgAa Mafn}éj. Ne%di pedagang kaki lima yang
berjualan di trotoar menjadi pilihannya karena tidak memiliki modal yang

cukup untuk biaya sewa toko.*

. Bentuk-bentuk pelanggaran

** Ibu Ruminah (55 tahun), Wawancara tanggal 10 Oktober 2017.
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Bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pedagang Kaki Lima

yaitu:

a. Tetap berjualan

Kegigihan pedagang kaki lima mempertahankan tempat berjualan
dan tetap kembali berjualan ketempat semula meskipun telah digusur atau
ditertibkan oleh petugas. Hal ini berhubungan dengan pendapatan yang
akan diperolehnya di tempat tersebut. Terdapat tempat-tempat tertentu
yang menurut penilaian pedagang kaki lima dapat memberikan pendapatan
yang tinggi.

Selain itu, para pedagang kaki lima juga membayar sejumlah uang
_Nepada petugas. Namun uang yang dibayarkan tersebutrhanya seba‘.'ai

)

uang “sea tempat, bukan s;( zﬂ

aki lima tetap bertahan untuk b

=

membayar sejumla A3 -

Tindakan yang dila kéh'bléh .p!ugas Satpol PP dalam upaya
penertiban MN[!:MER§’&T &§s—l§l&e&MdN Eegbﬁi%l keras. Dalam
penertiban pedagarBlAiD‘rE, NugLNIpAJNsering kali dianggap
tidak manusiawi dan sarllﬁhleﬂﬁ gagnyGé petugas Satpol PP sering
melakukan rebut paksa barang dagangan pedagang kaki lima yang berada
di trotoar. Akan tetapi penertiban ini tidak menimbulkan efek jera bagi

pedagang kaki lima. Padahal sudah jelas dalam peraturan, apabila

pedagang kaki lima masih melanggar, maka diberi sanksi berupa
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pembongkaran dan penyitaan barang dagangan maupun sanksi pidana
dengan ancaman kurungan paling singkat 10 (sepuluh) hari dan denda
paling sedikit Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) sesuai dengan Perda
Nomor 08 Tahun 2007 Pasal 61 Ayat 1 tentang Ketertiban Umum.
b. Menolak Relokasi
Berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam menertibkan
pedagang kaki lima salah satunya adalah dilakukannya relokasi. Relokasi
pedagang kaki lima merupakan pemindahan lokasi berdagang dari Jalan
Jati Baru ke Blok G Tanah Abang. Akan tetapi relokasi tersebut tidak
sepenuhnya mendapat respon yang baik dari para pedagang kaki lima.
Sebagian besar pedagang kaki lima kembali berjualan di Jalan Jati
Baru dan menolak di relokasi karena tempat yang drisediakan ols h

'9 nerintah cenderung kur@fﬁi i ped i lima.

2 Blok G _tidak strategis seperti Jalan Jati Baru aka besar

kemungkinan akansse i éngunjung ,se‘r'tér Hanagan pelanggan yang
menyebabkan turunnya pen!abétah yah dihasilkan.‘c".1 Selain itu akses
yang sulit dzu Myrm.g%g IlﬁlluAiMelMﬁg E%l( mendapatkan
tempat yang baru rBAQ\ﬁNar! MIAN« lima yang menolak

LAMPUNG

adanya relokasi.
c. Menyembunyikan barang dagangan
Berbagai macam cara pun dilakukan pedagang kaki lima untuk

menghindari penertiban petugas. Seperti yang dilakukan oleh Ibu

* pak Amin (36 tahun), Wawancara, tanggal 10 Oktober 2017.
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Suwarsih yang ditinggal di daerah Depok, la menyewa rumah kosong
untuk menyimpankan dan menyembunyikan barang dagangannya, apabila
petugas Satpol PP sedang melakukan penertiban. 1bu Suwarsih membayar
Rp. 50.000,- per harinya untuk biaya sewa rumah kosong tersebut.*®
d. Bersembunyi dari petugas
Pada umumnya pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru sudah sangat
hafal dengan jadwal kedatangan petugas untuk melakukan penertiban.
Biasanya petugas Satpol PP melakukan penertiban mulai pukul 08.00
sampai dengan pukul 11.30, pada jam-jam tersebut para pedagang kaki
lima bersembunyi di tempat yang relatif aman dan segera mempersiapkan
diri untuk berjualan.®® Jika petugas pergi meninggalkan tempat tersebut,

edagahg kaki lima kembali berjualan di sepanjang trotoar.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN

LAMPUNG

% Ibu Suwarsih (48 tahun), Wawancara, tanggal 10 Oktober 2017.
% Bapak Adam (32 tahun), Wawancara, tanggal 10 Oktober 2017.
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BAB IV
ANALISA DATA

Setelah mengumpulkan data-data pustaka baik yang diperoleh dari
dokumen Kelurahan Kampung Bali Kecamatan Tanah Abang Kotamadya Jakarta
Pusat maupun karya pustaka orang lain yang membahas tentang Larangan Praktek
Pedagang Kaki Lima di Fasilitas Umum ditinjau dari Hukum Islam yang
kemudian dituangkan dalam menyusun bab-bab terdahulu, maka sebagai langkah
selanjutnya penulis akan menganalisa data yang telah dikumpulkan sebagai

berikut.

A. Praktik dan Larangan Penggunaan Fasilitas Umum Darlam" Jual Beli

yarp ukan Oleh Pedagang Kaki Lima di Jalan Jati Baru Kg

Kampuing Bali Kecamatan Tanah! g g \

% =

Keberad—élgﬁ‘ [ ng kaki lima seakan-akan te‘lah -"(r',é;alah yang

sulit diselesaikan oleh s@hdaerah;m- sektor informal di

perkotaan tidak teWngeﬁRghfaswﬂﬂHdME@Eﬁpat di daerah
perkotaan. Urbanisasi mR)AgDENatHANTﬁlNemakin berkembang

sektor informal di perkotaan. PerﬂaAanPrUNT@tuhkan perhatian serius dari

pemerintah sebagai pihak yang bertanggung jawab atas ketertiban dan keindahan
kota.

Praktik pedagang kaki lima yang berjualan menggunakan fasilitas umum,
berjualan pagi hari dari pukul 08.00 sampai dengan sore hari pukul 17.00. Sarana

yang digunakan untuk berjualan seperti gerobak, pikulan, meja dan kursi, tiker
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dan gantungan baju. Fasilitas umum yang digunakan oleh pedagang kaki lima
yaitu trotoar berada di sepanjang jalan Jati Baru Kelurahan Kampung Bali
Kecamatan Tanah Abang dan sekitaran Stasiun Tanah Abang menimbulkan
kemacetan, kotor dan kumuh karena sampah-sampah yang dihasilkan oleh para
pedagang. Para pedagang kaki lima yang berada di Jalan Jati Baru sadar betul
bahwa perbuatan mereka telah melanggar aturan pemerintah dan menimbulkan
dampak yang kurang baik. Akan tetapi karena tuntutan ekonomi dan keluarga,
menjadikan alasan para pedagang tetap berjualan di fasilitas umum.

Sebenarnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengadakan relokasi
pedagang kaki lima ke Blok G Tanah Abang, akan tetapi tidak dimanfaatkan
secara maksimal oleh para pedagang kaki lima tersebut dan memilih kembali

untuk tetap berjualandi trotoar. Hal ini menyebabkan kawasan Tanah Abang

2T

diatur dalam Peraturan D | -efda)-Nomor 8"T.a~ 102007 tentang Ketertiban

Umum dan Peraturan Gubernur (Pe ub) Nomor tahun 2015 tentang Penataan
dan Pemberdayaan%\!aﬁﬁ%ﬂ&&zl%Me%@gRLhwa larangan
melakukan pedagangan yl%AngEaNﬂ INH]ZA{N untuk menciptakan

ketertiban dan kenyamanan sertall'keAin%g %E %mun realita yang terjadi di

lapangan pelaksanaan Perda belum cukup efisien, sebab masih banyak pedagang
kaki lima yang berjualan di fasilitas umum, dan selalu bersembunyi dari petugas

yang melakukan penertiban
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Peraturan yang telah dijelaskan menjadi dasar bagi Pemda dalam
melakukan penertiban terhadap pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru, yaitu
melalui pengerahan Satpol PP. Penertiban yang dilakukan cenderung dengan
kekerasan sering kali dilakukan oleh petugas Satpol PP terhadap pedagang kaki
lima yang dianggap tidak menjalankan kebijakan pemerintah daerah, karena
berjualan ditempat yang tidak sesuai. Petugas Satpol PP seringkali membongkar
paksa lapak-lapak pedagang kaki lima, dan menyita barang dagangan pedagang
kaki lima.

Sebagaimana dalam Pasal 25 ayat (2) Perda Nomor 08 tahun 2007 berlaku,
dijelaskan mengenai larangan bagi pedagang yang berjualan di trotoar, pinggiran
jalan, dan tempat-tempat lainnya, sehingga ini yang menjadi dasar bagi Sapol PP

dalam menertibkan-dan membongkar lapak pedagang kaki lima dengan tindakan

yang ket - v

Gudang Satpol PP Cak qu Gadung, Jakar ur. Pedagang akan

dikenakan Pasal 61 ayat (1) Perda omor ‘08 ¥ahun 2007 tentang Ketertiban
Umum dimana ped!dm E&%TM§L&M erEr@aEBllmg singkat 10
(sepuluh) hari atau membRADaENw INTA)N Setelah membayar

denda, pedagang mengambil ba'r'ér@ LvalgéagléjnrwaG);ang diamankan di Gudang
Lelang Cakung.

Akan tetapi, hukuman vyang diberikan kepada pedagang tidak
menimbulkan efek jera. Jika sudah membayar denda dan menebus barang

dagangannya, pedagang berjualan lagi di sepanjang trotoar. Dan hal tersebut terus
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berulang, para pedagang kaki lima tidak jera karena denda atau sanksi yang
diberikan dianggap terlalu kecil. Selain itu kondisi ekonomi dan keahlian
berdagang juga faktor yang menyebabkan pedagang kaki lima terus berjualan.

Keberadaan pedagang kaki lima di Jalan Jati Baru Kelurahan Kampung
Bali ini juga tidak menjalankan hak, kewajiban dan larangan dengan sebagaimana
mestinya yang jelas telah diatur dalam Pergub Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sehingga menimbulkan
dampak yang kurang baik terhadap lingkungan sekitar.

Setelah dilakukan penelitian ternyata ada kebijakan baru dari Pemprov
DKI, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan membuat kebijakan kepada
pedagang kaki lima untuk berjualan di sepanjang Jalan Jati Baru dan,disediakan

tenda-t

2nda untuk berjualan. Akan tetapi dalam prakteknya tidak semua pedagang

kaki li "q: he ftalan di tenda yang dfsﬂ(gjﬂkﬂ

yang berjuatamirata-rata adalah pedagang yang memiliki kios di dalami‘sef

=

masih banyak pedagang k : ahg-b,erjualan'.di

Seharusnya, terdapat

peraturan yang mengatur dengan jefas Vbavhw'a teMda-tenda yang disediakan oleh
Pemerintah yaitu d.U,N&V@&%'J&@J@LAMM@@BLm di fasilitas
umum, sehingga pedaganRADErN—niliNlIAiNalam tidak ikut serta
mengambil lahan yang seharusnylé'lﬁu[kwpgegﬂw Igd lima.

Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah mendapat banyak respon pro dan
kontra dari masyarakat. Sebagian masyarakat yang mendukung kebijakan
pemerintah tersebut karena merasakan mudahnya berbelanja pada pedagang kaki

lima karena letaknya yang strategis dekat dengan stasiun. Akan tetapi tidak sedikit
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yang menolak akan kebijakan tersebut, karena menyulitkan pengendara yang
ingin melewati Jalan Jati Baru. Selain itu para pengemudi angkutan umum pun
mengalami penurunan pendapatan karena dilarangnya melintasi jalan jati baru
yang mengakibatkan berkurangnya penumpang.

Bagaimanapun keberadaan pedagang kaki lima ini tidak dapat disalahkan
sepenuhnya. Harus diakui juga memang benar bahwa pedagang kaki lima
melakukan suatu perbuatan pelanggaran terhadap peraturan yang ada dengan
berjualan ditempat-tempat yang tidak sesuai. Akan tetapi disisi lain pemerintah
juga telah melakukan suatu perbuatan yang kurang baik ketika Petugas Satpol PP
melakukan penertiban terhadap PKL di Jalan Jati Baru. seharusnya menangani

PKL dengan bijak dengan memperhatikan aspek-aspek terkait lainnya. ,

Praktik yang diMﬁedaganmam menggunakan
fasilitas umum San@W@R@ﬂW@ 'srL HWIUNE@ER] kaki. Trotoar,
tempat yang seharusnyRﬁ@E Nleﬂ NEFAMki untuk berjalan

disalahgunakan oleh pedagang Khkififhl FMukiRb€alan, sehingga pejalan kaki

berjalan di jalan raya dan menimbulkan kemacetan.

Ditinjau dari hukum Islam dengan menggunakan kaidah figih,

A AN 5 Uaal) b dal

76



“Prinsip dasar pada masalah mudarat adalah haram”, maksudnya adalah
sesuatu yang menimbulkan kemudaratan haram hukumnya. Praktik yang
dilakukan oleh pedagang kaki lima menimbulkan kemudharatan, karena
mengganggu banyak orang yang menyebabkan kemacetan dan kesemrawutan di
Jalan Jati Baru. Selain itu, pedagang kaki lima juga merubah fungsi fasilitas
umum yang sebagaimana mestinya digunakan. Sehingga hal tersebut tidak boleh
dilakukan dan dilarang oleh pemerintah.

Jika ditarik kemaslahatan dari praktik penggunaan fasilitas umum yang
dilakukan oleh pedagang kaki lima, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan
baru yang memberikan kemaslahatan bagi pedagang kaki lima, yaitu memberikan

tempat yang strategis dan sarana berupa tenda-tenda yang disediakan ;pemerintah

bahwasannya- idlah jelas diatur dalam Perda Nom

pelaksanaannya masin  bel esuidii, Dalam Melakuikaa, penertiban, Petugas
Satpol PP sering kali behkekerasaﬁ;edagang kaki lima
tetap berjualan di ML S WS ki b A W N R Enan mursatan
satam menyetesaikannye. VAD EN INTAN

Kemaslahatan dapat dilvVujAuanébjaNaG lima unsur pokok dapat
diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa,
keturunan, akal, dan harta. Untuk usaha mewujudkan dan memelihara lima unsur
pokok tersebut al-syatibi membagi kepada tiga tujuan syariah yaitu: pertama al-

daruriyat yakni yang di maksud untuk memelihara lima unsur pokok dalam
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kehidupan manusia, kedua al-hajiyat yakni yang dimaksud untuk menghilangkan
kesulitan atau menjadi pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih
baik lagi, ketiga al-tahsiniyat yakni dimaksudkan agar manusia dapat melakukan
yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.®’

Berdasarkan analisa diatas, pemerintah perlu memberikan pertimbangan
yang lebih kepada pedagang kaki lima, dan tidak hanya pemberatan hukuman bagi
para pedagang namun dapat memberikan efek jera dari hukuman yang diberikan
agar pedagang kaki lima. Selain itu pemerintah harus membuat mekanisme dalam
penertiban pedagang kaki lima agar tidak ada tindak kekerasan.

Pedagang kaki lima seharusnya mentaati dan menjalankan aturan yang
dibuat oleh pemerintah. Sebagaimana perintah Allah SWT dalam QS. An-Nisa

ayat 59,yang berbunyi:

)

8

>

UNIVERSITAS ISLAM NEGER

RADEN INTAN
LAMPUNG (20 Mt s

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul
(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat
tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul

% Asafari Jaya Bakri, Konsep Magoshid Syari’ah Menurut Syatibi, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 1996), h. 72
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(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian.
yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

Ulil amri yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah pemerintah sebagai
pemimpin masyarakat yang harus ditaati dan dijalankan perintahnya sesuai
dengan syariat Islam. Bagi masyarakat, khususnya pedagang kaki lima sebaiknya
mentaati dan menjalankan peraturan yang dibuat oleh pemerintah demi kebaikan
bersama.

Dari peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban
Umum dan Pergub Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pemberdayaan
Pedagang Kaki Lima merupakan maslahat untuk banyak orang, bukan hanya

untuk sebagian orang saja. Pemerintah melarang pedagang kaki lima berjualan di

fasilita§ Ur agar fasilitas umu;pj_ dapat berfungsi dengan baik  dans

digunakaf 0 masyarakat.

Pemerintah Jt dah memberi kemaslahatan denga fkukan relokasi

dan memberi tempat bagwi. lima uWkam tetapi tempat

yang diberikan tidaltfmw érﬁ@,&le%pfgﬁeﬂﬁrﬂ ée&i@ﬁlpara pedagang

menolak untuk direlokasi RADIEN b?NIEITAFN)ar.
Pada satu sisi kebijakan WNWPPUIN @bernur DKI Jakarta, Anies

Baswedan, untuk sementara waktu memberikan kemaslahatan bagi pedagang kaki
lima, karena memberikan tempat yang cukup strategis bagi pedagang kaki lima
untuk berjualan. Akan tetapi disisi lain tidak memberikan kemaslahatan bagi
pejalan kaki dan pengguna jalan lainnya, karena masih ada pedagang kaki lima

yang berjualan di trotoar.

79



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai pelaksanaan praktik ,
maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik yang dilakukan para pedagang kaki lima di fasilitas umum dimulai
pada pagi hari pukul 08:00 sampai degan sore hari pukul 17:00. Berbagai
macam sarana yang digunakan untuk berjualan seperti gerobak, pikulan, meja
dan kursi, dsb. Masih banyak pedagang kaki lima yang melakukan
perlawanan. terhadap peraturan yang dibuat oleh pemerintah, yaitu tetap

begjualan, menolak adanya relokasi, menyembunyikan barang-dagangan o

: : f"‘ui dari. petugas. Lan@pﬂi ili ' Sll as

angagliatur dalam Peraturan Daerah Provinsi-DKI Jakata® lomor 08

—

Tahun 2007 tentang w {an Umum A ukup efisien, sebab
masih banyak pedagang kaki litha S/aﬁg"berj alan di fasilitas umum. Dalam
melakukan pen'eJrMYEﬁﬁ%ﬁ§ a M ﬁg rgBalkl lima, sering
kali dilakukan dengaMDA lgm Parl -[A h petugas Satpol PP.

L UNG

Namun tidak menimbulkan efek jera, sebab pedagang kaki lima tetap
berjualan di fasilitas umum karena tuntutan ekonomi dan keluarga.

2. Ditinjau dari hukum Islam, larangan pemerintah bagi pedagang kaki lima
untuk tidak berjualan di fasilitas umum tertuang dalam Perda Nomor 8 Tahun

2007 tentang Ketertiban Umum. Perda tersebut membahas mengenai larangan
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pedagang kaki lima berjualan di fasilitas umum bertujuan menciptakan
kemaslahatan untuk banyak orang demi menciptakan ketertiban, kenyamanan
serta keindahan kota, tetapi disalahgunakan oleh pedagang kaki lima untuk
berjualan. Sehingga pemerintah membuat kebijakan sementara yang memberi
kemaslahatan bagi pedagang kaki lima, tetapi tidak memberikan

kemaslahatan bagi pengguna jalan.

B. Saran-saran

Berdasarkan penelitian dan pengamatan penyusun yang terdeskripsikan
dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Larangan Pedagang
Kaki Lima Berjualan di Fasilitas Umum (Studi pada PKL di JI. Jati Baru
Kel.Kampung  Bali Kec. Tanah Abang), maka dengan setulus haﬁ penyusun

memb }ikagi‘“ran yang semoga da be:E[
1. Kepat f": merintah ProvinsiZZﬂ DKI

S =<

solusi yang baik -dalam_.menertibkan pedagang, kaki ima tanpa harus

menggunakan keke’M’banyak m lebih baik agar

pedagang kaki wwmﬂsalps E@MENIE@EJRpggu pengguna
jalan lain dan tetap mﬁA@E&Nr*N $A¢Ntiban kota.

2. Kepada para pedagang kakLIAeNIiRMN@ar lebih sadar hukum dan

mematuhi peraturan yang ada, karena peraturan yang diatur oleh Pemprov

W

DKI Jakarta sudah dapat dipastikan adalah yang terbaik untuk berbagai pihak,
baik pedagang kaki lima, maupun pejalan kaki, karena tempat yang dijadikan
lahan berjualan oleh para pedagang kaki lima adalah fasilitas umum yang

seharusnya digunakan untuk para pejalan kaki.
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